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Frasa Makar yang
berasal dari kata
Aanslag dalam
KUHP kemudian

diterjemahkan
sesuai kesukaan
masing-masing
penerjemah.
Akibatnya
pengertiannya
menjadi kurang
tepat dan keliru

MASALAR SERIUS
DALAM PASAL-
PASAL MAKAR

asal-pasal Makar (berasal dari kata Aanslag) berasal

dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie

(WVSND vang diberlakukan pertama kali dengan
Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober
1915 dan mulaidiberlakukan sejak tanggal 1Januari1918. WvSNI
merupakan turunan dari WvS (Wetboek van Strafrecht) negeri
Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di
negara Belanda pada tahun 1886. Pemerintah kolonial pada
saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi
pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Pasal-pasal Aans/ag
yvang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch
Indie (WvVSNI) tersebut belum pernah diubah sekalipun oleh
Pemerintah Indonesia setelah diberlakukannya.

Masalah utamanya adalah KUHP tidak memberikan defnisi
atau pengertian terhadap kata “Aans/ag”. Masalah lainnya
tidak ada pula KUHP terjemahan resmi berbahasa Indonesia.
Akhirnya “Aanslag” yang merupakan frase penting dalam
pasal-KUHP ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia sebagai kata"Makar”. Frasa Makar kemudian
diterjemahkan sesuai kesukaan masing-masing penerjemanh.



Akibatnya pengertiannya menjadi kurang tepat dan keliru
sehingga maksud dari Aanslag dalam Pasal 87, 104, 106, 107,
139a, 139b dan 140 kerap dipraktekkan secara berbeda dalam
pengadilan.

Menerjemahkan “Aans/ag” sebagai “Makar” yang tidak
disertai defenisi yang tepat dalam Undang-Undang justru
merugikan sebab “Aans/ag” yang dipersamakan dengan
“Makar” dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda
artinya. Kesalahan dalam penerjemahan yang kemudian
mengaburkan pemaknaan aanslag ini sangatlah fatal. Makar
sebagaimana diatur dalam KUHP seharusnya diterjemahkan
dari kata aanslag yang dalam bahasa belanda dipahami
sebagai gewelddadige aanval. Pemaknaan gewelddadige
aanval tersebut berdasarkan terjemahan bebas yang dalam
bahasa Inggris memiliki arti violent attack sedangkan dalam
bahasa Indonesia adalah serangan kekerasan. Jadi tindak
pidana makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan
yang bersifat menyerang/attack. Sehingga Tanpa adanya
perbuatan menyerang/attack, perbuatan tersebut tidak
dapat dikatakan sebagai tindak pidana makar.

MASALAH SERIUS DALAM PASAL-PASAL MAKAR

Aanslag yang dalam
bahasa belanda
dipahami sebagai
gewelddadige
aanval. Pemaknaan
gewelddadige
aanval tersebut
berdasarkan
terjemahan bebas
yang dalam bahasa
Inggris memiliki arti
violent attack
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MAKAR DAN
KEBEBASAN
EKSPRES!

penggunaan tindak dan Pasal 110 KUHP masih tetap digunakan dalam
pidana makar kasus-kasus terkait dengan kebebasan berekspresi.

khususnya dalam
Pasal 106 dan 110

Dalam prakteknya Bahvva sampai dengan saat ini Penggunaan Pasal 106

KUHP mengalami i Pasal 106 KUHP
perluasan dalam == Makar dengan maksud supaya seluruh
pengadilan. atau sebagian dari wilayah negara,

diancam dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara
sementara paling lama dua puluh
tahun.

Pasal 110 KUHP

== (1) Permufakatan jahat untuk

melakukan kejahatan menurut
pasal 104, 106, 107, dan 108
diancam berdasarkan ancaman
pidana dalam pasal-pasal tersebut.

(2) Pidana yang sama diterapkan
terhadap orang-orang yang
dengan maksud berdasarkan pasal



MAKAR DAN KEBEBASAN EKSPRESI

104, 106, dan 108, mempersiapkan
atau memperlancar kejahatan: Hampir mayoritas

1. Berusaha menggerakkan orang penggunaan pasal-
lain untuk melakukan, menyuruh pasal makar justru
melakukan atau turut serta
melakukan agar memberi menyasar kepada
bantuan pada waktu melakukan ekspresi politik,
atau memberi kesempatan, baik kebebasan
sarana atau keterangan untuk berpendapat
melakukan kejahatan;

2. Berusaha memperoleh maupun kebebasan
kesempatan, sarana atau berekpresi.
keterangan untuk melakukan
kejahatan bagi diri sendiri atua
orang lain;

3. Memiliki persediaan barang-
barang yang diketahuinya
berguna untuk melakukan
kejahatan;

4. mempersiapkan atau memiliki
rencana untuk melaksanakan
kejahatan yang bertujuan untuk
memberitahukan kepada orang
lain;

5. Berusaha mencegah, merintangi
atau menggagalkan tindakan
yang diadakan pemerintah
untuk mencegah atau menindas
pelaksanaan kejahatan.

(3) Barang-barang sebagaimana
dimaksud dalam butir 3 ayat
sebelumnya, dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barang siapa
yang ternyata bermaksud hanya
mempersiapkan atau memperlancar
perubahan ketatanegaraan dalam
artian umum.

(5) Jika dalam salah satu hal seperti
yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2
pasal ini, kejahatan sungguh terjadi,
pidananya dapat dilipatkan dua kali.
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Ada beberapa
kasus lainnya
yang dipidana
dengan Pasal
Makar memiliki
karekteristik yang
sama, yaitu tidak
dijelaskannya unsur
“Makar” sebagai
serangan oleh Jaksa
dan Hakim

Namun dalam prakteknya penggunaan tindak pidana
makar khususnya dalam Pasal 106 dan 110 KUHP mengalami
perluasan dalam pengadilan. Dalam Studi ICJR tahun 2016
terhadap 15 kasus makar yang diadili dalam pengadilan di
Indonesia menunjukkan bahwahampir mayoritas penggunaan
pasal-pasal makar justru menyasar kepada ekspresi politik,
baik kebebasan berpendapat maupun kebebasan berekpresi.
Dalam Studi ICJR, beberapa kasus terkait ekspresi politik
secara damai dipidana dengan pasal-pasal makar tersebut
yakni :

1. Kasus Sehu Blesman alias Melki Bleskadit dalam Putusan
MA No. 574 K/Pid/2012

2. Kasus Stepanus Tahapary alias Stevi dalam Putusan MA
No. 2106 K/Pid/2008

3. Kasus Yakobus Pigai dalam Putusan MA No. 1977 K/
PID/2008

4, Kasus Michael Pattisinay dalam Putusan MA No. 1889 K/
Pid/ 2009

5. Kasus Semuel Waileruny dalam Putusan MA No. 1827 K/
Pid/2007

6. Kasus Moses Holago dalam Putusan MA No. 1694 K/
PID/2005

7. Kasus Yusak Pakage dalam Putusan MA No. 1693 K/
Pid/2005

8. Kasus Christine E.S. Kakisina/Manuputty alias Mei dalam
Putusan MA No. 1151 K/Pid/2005.

* Dalam Kasus Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit dalam
Putusan MA No. 574 K/Pid/2012 didakwa melakukan
“Makar” karena menjadi Ketua Panitia hari Perayaan
Kemerdekaan Papua Barat yang dianggap niat untuk
memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya,
Jaksa sama sekali tidak menjelaskan unsur “Aanslag”
atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya
menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan
diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 5 Tahun



Penjara;

Dalam Kasus Semuel Waileruny dalam Putusan MA No.1827
K/Pid/2007, didakwa dengan permufakatan Jahat untuk
melakukan “Makar” karena ingin mengibarkan bendera
RMS (Republik Maluku Selatan) yang dianggap niat untuk
memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa
juga tidak menguraikan unsur “Aansl/ag” atau “serangan”
sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan
niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Penjara;

Dalam Kasus Stepanus Tahapary alias Stevi dalam Putusan
MA No. 2106 K/Pid/2008, didakwa dengan permufakatan
Jahat untuk melakukan “Makar” karena menyimpan
dokumentasi berupa VCD dan Dokumen konflik Maluku,
Pelaksanaan HUT Republik Maluku Selatan dan upacara
bendera Republik Maluku Selatan. Dalam dakwaannya,
Jaksa juga tidak menguraikan unsur “Aanslag” atau
“serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya
menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan
diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun
Penjara;

LESSE MAJESTE
(PENGHINAAN KEPALA NEGARA)

Tidak jelas apa dan
bagaimana batasan
suatu perbuatan
sehingga suatu
perbuatan tertentu
dikatakan sebagai
perbuatan makar.
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Putusan terhadap
kasus makar
tersebut sangat
berbahaya bagi
perkembangan
hukum karena tidak
memiliki kejelasan
(syarat /lex certa)
khususnya dalam
pembaruan KUHP.

« Dalam Kasus Yakobus Pigai dalam Putusan MA No.
1977 K/PID/2008, oleh Hakim Agung dipidana dengan
Pidana Makar yang diartikan sebagai Kejahatan Terhadap
Negara. Dirinya dipidana penjara selama 5 tahun karena
mengibarkan Bendera Bintang Kejora yang dianggap
sebagai tindakan Makar. Baik Jaksa dan Hakim tidak
memasukkan unsur “Makar” sebagai “Serangan”
atau “Aanslag” bahkan Hakim Agung kemudian
menyederhanakan perbuatan mengibarkan bendera
Bintang kejora tanpa adanya unsur “Serangan” menjadi
Kejahatan Terhadap Negara.

Beberapa kasus tersebut menimbulkan permasalahan hukum
yang mendasar. Pertama, peristiwa tersebut, belum dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan/tindak pidana makar.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa unsur
perbuatan makar adalah “serangan” atau “attack” Kedua,
tidak jelas apa dan bagaimana batasan suatu perbuatan
sehingga suatu perbuatan tertentu dikatakan sebagai
perbuatan makar. Ketiga, putusan terhadap kedua kasus
tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan hukum
karena tidak memiliki kejelasan (syarat /ex certa) khususnya
dalam pembaruan KUHP.

Selain Kasus-Kasus diatas ada beberapa kasus lainnya
yvang dipidana dengan Pasal Makar memiliki karekteristik
yang sama, vaitu tidak dijelaskannya unsur “Makar” sebagai
serangan oleh Jaksa dan Hakim. Kondisi ini menunjukkan
bahwa penggunaan Makar telah bergeser akibat adanya
pergeseran makna Makar sebagai “Aans/ag” atau “serangan’”.



MAKAR DALAM
RKUHP 2017

aat ini DPR dan pemerintah Indonesia tengah

membahas Buku Il Rancangan KUHP (R KUHP). Dalam

RKUHP, tindak pidana makar dirumuskan dalam Pasal
222 hingga Pasal 227. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui
bahwa tindak pidana makar dikelompokkan sebagai berikut:
Pertama Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden,
Kedua, Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Ketiga, Makar terhadap Pemerintah yang Sah. Namun
rumusan Rancangan KUHP mengenai makar tidak berbeda
dengan KUHP. RKUHP masih tidak mampu memberikan
pengertian/definisi terhadap tindak pidana makar. Rumusan
tindak pidana makar yang tidak jelas ini, dikhawatirkan akan
bersifat multi purpose act, serta rawan disalahgunakan oleh
penegak hukum demi kepentingan sesaat penguasa. Hal ini
akan menumpulkan hukum pidana yang dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Selain tindak pidana makar sebagaimana tersebut di

LESSE MAJESTE
(PENGHINAAN KEPALA NEGARA)

Rumusan
Rancangan KUHP
mengenai makar

tidak berbeda
dengan KUHP.
RKUHP masih
tidak mampu
memberikan
pengertian/definisi
terhadap tindak
pidana makar.
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Untuk terjadinya
makar harus sudah
ada permulaan
pelaksanaan,
sehingga apabila
hanya berupa niat
tidak termasuk
pengertian makar.

10

atas, dalam RKUHP juga disatukan dengan tindak pidana
makar adalah Pemberontakan, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 225 RKUHP: “.melawan pemerintah yang sah
dengan mengangkat senjata; atau dengan maksud untuk
melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama
atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan
pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata.”

Pertanyaan mendasar, apakah yang disebut dengan makar?
Penjelasan Pasal 191 RKUHP justru menyatakan sebagai
berikut:

> Pasal 191 RKUHP

—xx—

Makar adalah niat untuk melakukan
suatu perbuatan yang telah diwujudkan
dengan adanya permulaan pelaksanaan
perbuatan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk terjadinya makar
harus sudah ada permulaan pelaksanaan, sehingga apabila
hanya berupa niat tidak termasuk pengertian makar. Demikian
pula, apabila pembuat tindak pidana telah melakukan
perbuatan pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri secara
sukarela tetap dikatakan melakukan makar. Penjelasan ini
keliru, karena pasal tersebut bukanlah pengertian dari makar.
Sementara itu dalam proses pembahasan di DPR, penjelasan
apa yang dimaksud dengan makar hanya disinggung oleh
anggota Panja Nasir Djamil dari Fraksi PKS, dan hal itu pun
masih minim eksplorasi dan kritis atas definisi makar itu sendiri,
sementara pihak Pemerintah tidak merespon/menjawab apa
yvang dipertanyakan oleh anggota Panja tentang pengertian
makar.

Secara garis besar, pasal yang mengatur makar dalam RKUHP
disetujui dengan menyisakan beberapa catatan dari anggota
Panja RKUHP Komisi Ill DPR RI. Namun dengan disetujuinya
Rancangan KUHP ini, maka permasalahan pengertian/
definisi terhadap tindak pidana makar masih belum bisa



terjawab. Rumusan tindak pidana makar yang tidak jelas ini,
dikhawatirkan akan bersifat mul/ti purpose act, serta rawan
disalahgunakan oleh penegak hukum demi kepentingan
sesaat penguasa. Hal ini akan menumpulkan hukum pidana
vang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap
masyarakat. RKUHP dalam merumuskan tindak pidana makar
harus lebih memperhatikan pengertian yang pasti (certainty)
terhadap setiap tindak pidana. Tindak pidana makar,
seharusnya hanya terkait dengan tindakan yang bersifat
menyerang/attack. Tanpa adanya perbuatan menyerang/
attack, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
tindak pidana makar. Ketentuan yang bersifat pasti (certainty)
sangat diperlukan sehingga terhindar dari penafsiran yang
berbeda serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang
yvang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

a8

2

=

TINDAK PIDANA TERHADAP
[PROSES SISTEM PENYELENGGARAAN]
PERADILAN / CONTEMPT OF COURT (COC)

Rumusan tindak
pidana makar
yang tidak jelas
ini, dikhawatirkan
akan bersifat
multi purpose
act, serta rawan
disalahgunakan oleh
penegak hukum
demi kepentingan
sesaat penguasa.
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Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

okus utama dari kerja Aliansi Nasional Re-

formasi KUHP adalah untuk mengadvokasi

kebijakan reformasi hukum pidana, dalam
hal ini R KUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi
memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya
rumusan-rumusan pengaturan delik yang berper-
spektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisi-
pasi publik dalam proses pembahasan dan peru-
musan ketentuan dalam KUHP. Untuk memperluas
jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi
Nasional Reformasi KUHP mengembangkan ad-
vokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia
atas R KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini
juga dibentuk sebagai resource center advokasi
R KUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses
perkembangan R KUHP di Parlemen dan juga ber-
bagai informasi seputar advokasi RKUHP. Aliansi
mencatat masih ada berbagai permasalah dalam
R KUHP yang saat ini akan dibahas kembali an-
tara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus
mengawal pembahasan dan memberikan masu-
kan untuk memastikan reformasi hukum pidana di

Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.
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Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Website . http://reformasikuhp.org/
Twitter : @ReformasiKUHP
Phone/Fax : (021)7945455

Sekretariat Aliansi Nasional
Reformasi KUHP:

Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR)

JI. Siaga Il No. 6F.

Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - 12510
Email : infoicjr@icjr.or.id
http://icjr.or.id | @icjrid






